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ABSTRAK 
  Pencemaran nama baik sering diartikan sebagai rusaknya reputasi, 
kredibilitas, dedikasi dan termasuk juga kepercayaan seseorang terhadap orang 
lain. Tercemarnya nama baik seringkali berakibat pada rusaknya nilai-nilai dan 
tatanan sosial kemasyarakatan yang mengakibatkan kekacauan pada bidang-
bidang tertentu. Penelitian ini mengambil bentuk sebagai penelitian normatif 
sosiologis yang menitikberatkan permasalahan pada fenomena penggunaan media 
sosial facebook yang menjadi tren kehidupan modern sekarang ini. Tidak dapat 
dipungkiri, aktifnya interaksi sosial pada laman media sosial facebook, membuka 
kemungkinan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik. Prinsipnya ius 
societas ubi ius, facebook yang merupakan laman virtual namu diisi oleh berbagai 
golongan dan lapisan masyarakat, menempatkan facebook sebagai suatu ruang 
publik yang luar biasa besar dan berpengaruh.  
  Pencemaran nama baik dapat terjadi baik sengaja maupun tidak, namun 
demikian berdasarkan hasil observasi didapati data bahwa bentuk-bentuk 
pencemaran nama baik dapat berupa fitnah, tuduhan, sindiran dan lain sebagainya. 
Sanksi tindak pidana pencemaran nama baik bagi pelaku yaitu dapat dituntut 
pidana penjara paling lama 6 tahun/denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah) sesuai dengan Pasal 27 jo Pasal 45 UU ITE Tentang tindak 
pidana pencemaran nama baik. 
 
Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE 
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PENDAHULUAN 
Perkembangan peradaban manusia telah bergeser sangat jauh dari yang 
pernah dibayangkan manusia di masa lalu. Mungkin apa yang terjadi pada 
kehidupan modern ini dapat di kategorikan sebagai sebuah keajaiban atau malah 
sihir. Manusia diciptakan sebagai makhluk kasar berwujud berbentuk dengan 
segala kelemahan kodratinya. Kaki yang lemah, langkah yang berat, kecepatan 
gerak rendah serta konsumsi energi yang sangat banyak. Manusia sebagai 
makhluk hidup sangat mudah merasa lapar dan membutuhkan makanan, jika 
dibandingkan dengan reptil, efisiensi olah energi manusia sangat tidak efktif, 
banyak yang terbuang hingga kemudian merasa lapar kembali. Reptil sebaliknya, 
sekali makan mampu mengolah energi dengan sangat efisien sehingga cukup 
energi dalam waktu yang sangat lama bahkan berhari-hari.  
Dibandingkan dengan aves atau burung, manusia masih kalah jauh, dalam 
hal daya jelajah jelas aves dengan kemampuan terbangnya dapat menjelajahi bumi 
dengan mudah, manusia terbelenggu pada kedua kakinya yang lemah dan mudah 
merasa lelah. Burung-burung tertentu bahkan dapat terbang ribuan kaki diatas 
permukaan bumi sambal tetap jeli memperhatikan hewan-hewan lain dibawahnya 
yang tentu saja diincarnya sebagai mangsa. Manusia berpindah sangat lambat, 
memiliki daya jelajah sangat sempit dan terbatas. Manusia rentan terganggu oleh 
perubahan cuaca, masuk angin, terbakar matahari, dehidrasi, kekurangan cairan 
dan gangguan kesehatan yang lain.  
Namun demikian manusia ditakdirkan sebagai pemimpin dibumi. 
Memimpin seluruh makhluk hidup di bumi, hewan dan tumbuhan menjadi bagian 
dari kekuasaan dan genggaman manusia. Manusia di beri suatu kelebihan yang 
menjadikannya sebagai makhluk sempurna yaitu memiliki akal pikiran. Manusia 
dibekali dengan otak yang sangat sempurna dan dapat dioperasikan dengan sadar. 
Bukan hanya insting seperti hewan yang muncul karena kebiasaan dan juga 
keahlian turunan. Manusia jauh melampaui itu dapat beradaptasi dengan sangat 
cepat, mengamati dan mengingat serta mempelajari segala sesuatu. Manusia dapat 
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menghitung serta memanupulasi segala hal yang ada untuk membantunya 
berkehidupan sehari-hari.  
Ketika manusia menyadari butuh berkali-kali makan dalam sehari, maka 
manusia mulai belajar menyimpan makanan, menghitung dan membagi, agar 
cukup dimakan beberapa hari. Ketika menyadari cuaca dapat menjadi sangat 
dingin, manusia belajar untuk menutupi tubuhnya dengan kulit binatang atau kulit 
kayu, sehingga mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang mengganggu 
kesehatannya. Pun demikian ketika sadar memiliki kemampuan pandang yang 
terbatas dalam kegelapan malam, manusia belajar menggunakan api sebagai 
sumber cahaya. Manusia senantiasa mengembangkan kemampuannya disegala 
bidang sehingga kehidupan manusia sangat cepat berkembang. 
Pada awal kehidupannya manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil, 
berusaha menjaga keturunannya, menjaga wilayah dan kehidupannya secara 
sederhana. Manusia mulai menggabungkan kelompok-kelompoknya, sejarah 
mencatat penggabungan kelompok-kelompok manusia dimasa silam adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan rasa hidup yang nyaman. Manusia membangun 
pagar, batas dan melakukan pembatasan wilayah antara wilayah lingkungan 
tempat tinggalnya dengan wilayah perburuannya atau hutan serta wilayah lain 
diluar wilayah tempat tinggalnya, hal tersebut dilakukan untuk menjaga 
keberlangsungan kehidupannya.  
Perkembangan peradaban manusia terasa bagaikan mesin waktu. Manusia 
melampaui batas, melampaui apa yang mustahil dan tidak mungkin. Beberapa 
bukti kehebatan peradaban manusia dapat di lihat dan di nikmati melalui 
peninggalan-peninggalan peradaban masa lalu diantara istana-istana, makam raja-
raja di masa lalu hingga tempat atau sarana peribadatan. Khusus dalam hal sarana 
peribadatan, ada Taj Mahal di India, ada Gereja Katedral serta candi-candi yang 
luar biasa seperti Candi Borobudur yang di gunakan umat Budha serta Candi 
Prambanan yang merupakan sarana peribadatan umat hindu. Berbekal daya 
pikirnya, manusia memanipulasi banyak hal untuk memudahkan hidupnya, 
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memanfaatkan tajamnya tepian batu untuk merobek, tajamnya ujung batu atau 
ujung ranting kayu untuk menusuk, menombak menimbulkan luka besar dan 
kegagalan organ bagi hewan yang merupakan buruannya. Manusia tak perlu cakar 
setajam harimau, taring sebesar singa atau tajamnya pandangan mata bagaikan 
elang, manusia dengan akalnya menjadi predator puncak dalam rantai makanan di 
belahan bumi.  
Berkembangnya kondisi kehidupan membawa manusia pada berbagai 
situasi dan penyesuaian. Manusia mulai hidup dalam kelompok-kelompok yang 
sangat besar. Berisi ribuan orang dan mulai memerlukan pengaturan-pengaturan 
agar kehidupannya tetap berlangsung dengan baik. Manusia merenungkan 
bebrbagai pengalamannya dan juga perjalanan leluhur-leluhurnya, manusia mulai 
membuat peraturan, siapa yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan 
hukuman, karena bersifat memaksa, mengikat dan mengandung sanksi maka 
peraturan tersebut disebut dengan hukum. Dengan diterapkannya hukum, 
beradaban manusia modern dimulai, manusia dengan sifat dasarnya yang haus 
akan ilmu pengetahuan, mulai mampu menemukan berbagai hal yang dulu 
dirasakan hanya mimpi.  
Salah satu penemuan manusia yang mengubah sejarah adalah dijinakkannya 
hewan kuda sebagai sarana transportasi. Manusia menyadari dengan dua kakinya 
yang lemah dan payah, mengakibatkan daya jelajahnya rendah dan tentu saja 
memiliki resiko cidera yang besar, kaki manusia tidak dirancang untuk dapat 
memenuhi rasa penasaran manusia akan wilayah baru, wilayah lain dan juga 
kemungkinan-kemungkinan gila yang selama ini hanya difikirkannya dalam 
angan. Manusia dengan akal pikirannya menjinakkan hewan kuda untuk 
kemudian dijadikan sahabat. Dengan menunggani kuda manusia menjawab semua 
pertanyaan dan halangan tentang kemampuan gerak manusia yang terbatas. Kuda 
dengan 4 kaki yang kokoh, kecepatan lari yang kencang, stamina yang kuat dan 
sebagainya, menjadi solusi bagi manusia dalam hal transportasi, bahkan kuda juga 
dapat di perintahkan untuk memikul beban sepanjang perjalanan.  
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Dari perkembangan akal piker dan logika, manusia mengembangkan hukum 
termasuk didalamnya manusia berkenalan dengan hak dan kewajiban. Hak sering 
didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi seharusnya dimiliki seseorang atau 
didapatkan setelah sebalumnya melakukan atau melaksanakan kewajiban. 
Manusia mulai saling mengenal satu sama lain, mengembangkan Bahasa dan 
sarana komunikasi sehingga diantara mereka, mereka dapat saling bertukar 
informasi dengan cepat, mudah dan tentu saja khas. Bahasa menjadi salah satu 
cara manusia berkomunikasi dan didalamnya terkandung hasil-hasil besar 
perenungan manusia mengenai seni dan budaya. Dengan bahasa yang telah 
dikembangkan dan menjadi semakin kompleks, manusia menyusun peradaban dan 
kepentingannya diatas pemberian sebutan atau label untuk seorang manusia dan 
seorang manusia lain.  
Nama, manusia mulai memberikan panggilan untuk manusia lain. Manusia 
memberikan julukan, panggilan apapun istilahnya yang pada intinya berfungsi 
untuk membedakan manusia satu dengan yang manusia yang lain. lebih dari itu, 
nama bukan hanya sekedar panggilan tetapi juga wadah untuk menjadi tempat 
menyangkut-pautkan segala sesuatu kepada orang yang dimaksud. Dengan 
dikenalnya nama, manusia mulai memahami pentingnya pribadi dan diri sendiri, 
juga tata pergaulan dengan manusia lain. Aku bukan bererti kamu, kamu adalah 
orang lain, manusia mulai mengembangkan kepribadian dan tentu saja egoisme. 
Perkembangan fungsi nama pada akhirnya berkembang bukan hanya 
sebagai label saja, bukan hanya sekedar sebutan untuk memanggil tetapi juga 
sebagai wadah ataua alat untuk menempelkan segala pencapaian maupun 
kemerosotan yang terjadi dalam kehidupan seorang manusia kepada manusia yang 
dimaksud tersebut, selamanya. Plato dikenal bijaksana, Einstein dikenal jenius 
dan lain sebagainya. Nama-pun berkembang bukan hanya sekedar panggilan 
untuk sesorang namun lebih dari itu, sebuah property, sebuah harta yang 
melambangkan eksistensi seseorang. Plato the wise, Plato yang bijaksana, 
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Einstein yang pintar dan lain sebagainya, nama mulai berkembang menjadi 
kepemilikan atas sebuah pencapaian. 
Atas pencapaian dan perjalanan kehidupan, manusia merasa bahwa nama 
adalah sebuah alat untuk menjunjung tinggi eksistensi dan juga kehormatan. 
Perkembangan peradaban manusia yang awalnya tak saling peduli akhirnya 
berkembang menjadi saling membutuhkan. Orang ada yang dikenal cerdas, untuk 
diajak berbicara mencari solusi atas sebuah masalah, ada yang dikenal bijaksana, 
diajak berbicara untuk melegakan pikiran dan mengambil hikmah atas suatu 
peristiwa. Manusia mulai memiliki kebanggan atas sebuah nama. Manusia 
menempatkan kehormatannya diatas sebuah nama. Manusia mulai merasakan 
adanya ketersinggungan atas sebuah celaan atau hinaan atas namanya. 
Manusia mulai mempermasalahkan hinaan dan cacian yang dilontarkan 
orang atas dirinya. Manusia merasa terlukai secara harkat dan martabat. Dia 
merasakan kesedihan, dia kecewa dan sakit hati, selanjutnya ada dendam, ada rasa 
pilu yang dirasakannya. Orang-orang disekitarnya tak lagi percaya padanya 
padahal berita cela yang dilontarkan orang itu belum tentu benar adanya. Orang 
ini merasa dirugikan atas pemberitaan tersebut. Entah pada masa lalu disebut 
sebagai apa hal tersebut, dia berusaha meluruskan hal yang keliru tersebut. Di 
kehidupan manusia modern, hal ini sering disebut dengan istilah asing sebagai 
klarifikasi. 
Zaman berganti, kehidupan berkembang, kecerdasan manusia membawa 
kehidupannya menembus langit menggali bumi. Manusia modern bukan lagi 
manusia yang pernah ada di muka bumi dulu kala. Manusia modern bahkan 
mampu terbang diantara awan-awan. Suatu hal yang mustahil atau bahkan 
dianggap sebagai sihir oleh manusia di masa lalu. Dari sisi sosial kemasyarakatan 
pun kehidupan manusia modern sangat berbeda dnegan manusia 100 tahun yang 
lalu. Ditemuaknnya computer atau mesin hitung pertama cukup terkenal dengan 
bentuknya yang menyerupai lemari pakaian, sangat besar dan berat, dengan begitu 
banyak daya yang dibutuhkan dan keterbatasan fungsi yang sangat banyak. 
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  Kehidupan modern yang serba cepat, menuntut manisa mengembangkan 
teknologi dengan lebih baik dan cepat. Segala peralatan penunjang kehidupan 
mulai mengecil dan ringkas, manusia hidup dalam putaran hari-hari yang sangat 
cepat, sebentar subuh sebentar tengah hari tak lama kemudiam maghrib 
menjelang.  
Ditemukannya jaringan data internasional yang dikenal dengan nama 
internet, membawa kehidupan manusia seolah berpindah alam. Dari awalnya alam 
nyata, pindah kemudian kea lam data, atau lebih dikenal dengan istilah dunia 
maya. Dunia yang berti wadah, dan maya yang berarti tidak ada atau hampa. 
Dunia maya menjadi ruang public baru bagi manusia. Dunia yang bebas dan serba 
terbuka. Manusia modern dewasa ini dapat melihat belahan dunia lain dari jendela 
kaca yang di kenal dengan sebutan handphone. Melalui system ini, manusia 
seolah dapat berpindah melintasi jarak dan waktu. Manusia dapat berada di 
belahan dunia lain dnegan sekejab, menikmati nuansa bahkan melihat secara 
langsung apa yang terjadi disana. Melalui jaringan internet, manusia seolah 
memiliki dua dunia. 
Pada masa lalu ruang publik dapat diartikan sebagai suatu wadah yang 
memungkinkan terjadinya interaksi antara seorang manusia dengan banyak 
manusia lain. Perbuatan penghinaan atau perusakan harkat dan martabat di masa 
lalu sering kali dilakukan dengan cara menempelkan poster berisi caci maki, 
ujaran-ujaran kebencian dan lain sebagainya. Perkembangan peradaban di jaman 
modern menciptakan ruang publik baru di dunia internet atau lazim dikenal 
sebagai dunia maya melalui maraknya penggunaan media sosial. Media sosial 
adalah sebuah alat yang digunakan sebagai perwakilan jati diri dari penggunanya. 
Misalnya media sosial facebook, facebook adalah sebuah laman internet yang 
berisi informasi pribadi penggunanya, pengguna facebook dapat mencantumkan 
berbagai informasi pribadi yang bersangkutan dengan dirinya, seperti nama, 
tanggal lahir, makanan kesukaan, hobi, kegiatan-kegiatan favorit, tempat-tempat 
yang dikunjungi, lokasi-lokasi kesukaan foto-foto bahkan video pribadi. 
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Perkembangan penggunaan media sosial facebook yang sangat pesat, membawa 
facebook sebagai ruang publik baru yang sangat luas. Seseorang dapat dengan 
mudah menghubungi, mencari dan berkomunikasi dengan orang lain di facebook, 
mencari kawan atau kolega lama dan lain sebagainya.  
Keberadaan facebook sebagai ruang publik, membuka berbagai 
kemungkinan yang awalnya mustahil dilakukan, jual beli misalnya. Keberadaan 
facebook dengan milyaran pengguna memudahkan aksi penawaran dari setiap 
pedagang, perdagangan-pun dapat terselenggara dengan sangat budah, sekali saja 
sesuatu barang ter-unggah di laman facebook, maka barang tersebut akan dilihat 
oleh jutaan orang. Pergerakan pengguna facebook ini dapat dibatasi berdasarkan 
wilayah geografis tertentu misalnya suatu kota atau dalam radius 5 kilometer. 
Dengan berkumpulnya orang banyak di facebook, tidak hanya aksi baik 
yang dapat dilakukan, tidak hanya nasehat yang dapat terlontarkan, tidak hanya 
kajian ilmu, perdagangan dan sapa hangat yang mungkin terjadi, tetapi juga 
sebaliknya, facebook dapat digunakan untuk melakukan hal-hal terlarang yang 
keji. Pengguna dapat membuat akun palsu untuk aksi spamming atau aksi 
pengunggahan konten yang sama terus menerus, melakukan aksi stalking atau 
mengikuti akun orang lain terus menerus secara diam-diam, mengunduh foto 
orang lain, video orang lain dan sebagainya. Pengguna yang berniat tidak baik 
juga dapat melakukan aksi menghina, menistakan, memprovokasi, menjelek-
jelekkan sesuatu, seseorang, suatu kelompok atau golongan dan menimbulkan 
kekacauan di masyarakat. 
Fungsi facebook sebagai ruang publik, secara otomatis menyetarakan 
perbuatan pidana yang dilakukan di facebook setara dengan perbuatan pidana 
penghinaan di dunia nyata. Unsur dari perbuatan tersebut adalah adanya rasa tak 
nyaman dari yang dihina dan adanya unsur didepan umum. Demikian pula dengan 
perbuatan lain termasuk pencemaran nama baik. Orang semestinya saling berbuat 
baik, saling menasihati, saling mengingatkan dan mengasihi dalam kehidupan 
sehari-hari. Dalam pergaulan sosial, orang semestinya tidak melakukan aksi-aksi 
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negative yang membawa suasana tak nyaman. Demikian pula dalam kehidupan 
sosial di media sosial. Mestinya kemudahan media kehidupan ini dimanfaatkan 
demi meningkatkan kehidupan manusia di segala bidang.  
Namun manusia tetap manusia, memiliki segala bentuk rasa dan karsa, 
memiliki hati yang baik dan juga nafsu untuk menguasai. Manakala seorang 
manusia tak mampu lagi mengendalikan hawa nafsunya maka keburukan-
keburukan menjadi jalan yang dipilih, jalan pintas dianggap pantas, mejual diri 
dianggap prestasi dan lain sebagainya. Dalam dunia perdagangan, dimungkinkan 
terjadi aksi-aksi pencemaran nama baik, penghinaan dan lain sebagainya. Media 
sosial makin berkembang, pada tahun 2020 ini, facebook tidak lagi menjadi satu-
satunya media sosial popular. Bahkan telah terlewati atau disamai popularitasnya 
oleh media sosial lain sebut saja Twiter dan Instagram. Twiter memudahkan 
penggunanya untuk mengunggah kata-kata atau dalam hal ini dikenal dengan 
istilah cuitan. Sementara Instagram adalah media sosial yang mengkhususkan 
pengelolaannya pada gambar / foto atau video dari penggunanya. 
Pengaruh internet dimasyarakat terus menerus mengalami peningkatan 
seiring dengan tak dapat dipisahkannya kehidupan modern manusa dengan dunia 
maya baik yang diakses melalui perangkat komputer, smartphone, tablet dan 
perangkat mobile  lainnya. Masyarakat memanfaatkan internet untuk melakukan 
berbagai macam kegiatan atau keperluan, mulai untuk berkomunikasi, hiburan, 
bisnis, dan memperoleh informasi. Hampir disetiap kegiatan masyarakat 
menggunakan internet, mulai dari mengirim pesan (chatting), melakukan transaksi 
online dan berbagi informasi. Kegiatan menggunakan internet yang masyarakat 
lakukan tak jarang juga berakhir dengan adanya suatu konflik atau permasalan 
yang menimbulkan kerugian. 
Manusia lupa, diantara hangatnya canda dan mesranya pembicaraan 
seseorang yang sedang berkirim pesan dan pesan (chatting) itu dapat saja 
mengandung unsur fitnah atau penghinaan terhadap orang lain, maka hal tersebut 
dapat menimbulkan adanya akibat hukum. Semua kegiatan yang melalui atau 
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menggunakan media system elektronik, yang disebut dengan ruang siber (cyber 
space), meskipun hanya bersifat virtual (maya), namun tetap bisa dikategorikan 
sebagai tindak perbuatan hukum yang nyata (Sari et al., 2020). Hal ini 
dikarenakan bahwa ruang maya pun dapat dianggap sebagai ruang public 
mengingat dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja.  
Pelaku dari tindak kejahatan tersebut bisa di kategorikan sebagai orang atau 
seseorang yang sudah melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, diperlukan 
adanya hukum yang mengatur tentang semua aktifitas di dunia maya (cyber law). 
Cyber Law adalah istilah hukum yang berkaitan dengan paying hukum diantara 
pemanfaatan akal dan pikiran dibidang teknologi informasi.  
Manusia mulai membuat aturan mengenai ruang maya atau penggunaan 
internet untuk berkumpul dan berbicara. Pada akhirnya hukum yang di gunakan 
untuk mengatur tata sosial masyarakat di dunia maya dikenal dengan Cyber law. 
Cyber Law tidak cuma mencakup tindak pidana di internet saja, tetapi serta aturan 
yang melindungi pelaku pemegang hak cipta, signature, e-commerce, e-learning 
dan sebagainya.1 Perkembangan hukum tidak dapat terlepas dari perkembangan 
yang terjadi di masyarakat, seperti penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi yang berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan juga 
menimbulkan berbagai persoalan yang membutuhkan pendekatan menurut hukum 
positif. Hingga saat ini persoalan yang marak terjadi adalah tindak pencemaran 
nama baik.  
Pengertian tentang Pencemaran Nama Baik didalam KUHP dikenal dengan 
istilah penghinaan, Defamation atau pencemaran nama baik adalah perbuatan 
yang merendahkan atau mencemarkan kehormatan atau nama baik seseorang  
dengan cara mengungkapkan sesuatu baik dengan tulisan maupun lisan, yang 
mengakibatkan seseorang  merasa sudah dirugikan.2 Sedangkan menurut Leden 
                                                          
1  Hukum Siber https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber ,diakses pada tanggal 18 Maret 2019, 
Pukul 21.13 WIB 
2  Pengertian Pencemaran Nama Baik http://matericenter.blogspot.com/2015/12/pengertian-
pencemaran-nama-baik.html, diakses pada tanggal 18 Maret 2019, Pukul 21.27 WIB 
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Merpaung pengertian percemaran nama baik adalah tindak pidana penghinaan 
yang ditujukan pada kehormatan seseorang atau dapat diartikan sebagai tindak 
pidana yang menyerang hak seseorang berupa mencemarkan atau merusak 
kehormatan atau nama baik orang tersebut.3 Hukum telah memberikan 
perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang sehingga sudah 
menjadi kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut 
kehormatan dan nama baiknya dimata orang lain bahkan jika orang tersebut telah 
melakukan suatu kejahatan (Setiono, 2018). Kehormatan adalah perasaan 
terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk 
diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Rasa hormat dan 
perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan 
menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.4  
Pencemaran nama baik atau penghinaan didalam hukum pidana terdapat 
dalam pasal 310 KUHP. Pasal 310 KUHP ini mempunyai relevansi atau 
keterikatan dengan pasal 27 UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Tindak pencemaran nama baik melalui media sosial 
digolongkan kedalam kejahatan dunia maya (cybercrime) yang telah diatur dalam 
pasal 27 ayat (3) Undang – undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Dengan demikian, pelaku tindak pencemaran nama baik 
melalui media social dapat dipidana apabila memenuhi unsure objektif yang di 
atur dalam pasal tersebut (Rahman et al., 2019).  
Unsur – unsur obyektif dalam pasal tersebut adalah perbuatan, yaitu 
mendistribusikan, mentrasmisikan, membuat dapat diakses, melawan hukum, 
yang dilakukan tanpa hak, obyeknya adalah elektronik atau dokumen elektronik 
yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Sedang kan unsur 
                                                          
3  Delik penghinaan http://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan.html, ,diakses pada 
tanggal 18 Maret 2019, Pukul 21.50 WIB 
4  Mudzakir, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 
3,2004, hlm 17 
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subyektifnya berupa kesalahan, yaitu yang “dengan sengaja” sehingga ada 
pemenuhan criteria pidana yang dilakukan oleh pelaku.5  
Tindak pencemaran nama baik melalui media social digolongkan kedalam 
kejahatan dunia maya (cyber crime) yang telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) 
Undang – undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Dengan demikian, pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media social 
dapat dipidana apabila memenuhi unsure objektif yang di atur dalam pasal 
tersebut. Beragamnya konten pencemaran nama baik melalui media sosial yang 
dilakukan oleh pengguna internet (netizen), baik dengan sengaja maupun tidak 
disengaja, sehingga dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam menilai dan 
memastikan apakah termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik atau 
bukan. Karena setiap kata atau kalimat yang bisa tidaknya dikategorikan sebagai 
pencemaran nama baik tidak diatur rinci di dalam KUHP dan UU ITE. Untuk 
membuktikan adanya suatu pencemaran nama baik atau tidak, biasanya para 
penegak hukum akan menggunakan ahli Bahasa atau ahli ilmu lainnya yang 
berhubungan dengan kalimat tersebut. 
 
I. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah: 
1. Bagaimana penerapan Undang – undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi 
dan Transaksi Eletronik yang berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik? 
2. Bagaimana sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana 
pencemaran nama baik melalui media sosial menurut Undang – undang ITE? 
II. Pembahasan 
1. Penerapan Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan 
Transaksi Elektronik Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik 
                                                          
5  Memahami Hukum Pencemaran Nama Baik 
http://aceh.tribunnews.com/2016/10/26/memahami-hukum-pencemaran-nama-baik?page=alL 
diakses pada tanggal 19 Maret 2019, Pukul 13.10 WIB 
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Salah satu contoh kasus daripada penerapan hukum dalam dunia maya 
adalah kasus yang dialami oleh Augi Fantinus dimana dia mengunggah video 
tudingan bahwa angota polisi menjadi calo tiket tersebut di akun Instagram 
@augiefantinus pada Kamis (11/10).6 Dalam unggahannya, mantan manajer 
Timnas Basket Indonesia itu menulis keterangan bahwa dia akan menonton 
Timnas basket kursi roda, dia mengakui bahwa antrian pun panjang. Kemudian, 
Augie pun kecewa kepada dua orang yang berseragam polisi yang augi sebut calo, 
lantaran tidak menjaga masyarkat dan tidak melayani masyarakat. Unggahan yang 
dia unggahpun menjadi heboh. Lantaran menganggap bahwa namanya telah 
dirusak atau di cemarkan, anggota polisi yang terdapat dalam video tersebut pun 
membuat laporan.  
Penyelidikan pun langsung dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal 
Khusus Polda Metro Jaya, lalu Kombes Argo Yuwono menyangkal tuduhan yang 
di tuduhkan oleh augi bahwa ada oknum polisi yang menjadi calo tiket di Asian 
Para Games. Argo mengungkapkan bahwa oknum polisi itu hanya menolong 
siswa SD untuk membeli 100 tiket guna menonton pertandingan.  
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi dari pihak SD Tarakanita, dan 
keterangan anggota polisi dalam video itu, penyidik menyimpulkan tudingan 
Augie tidak dapat dibuktikan. Awalnya, Argo menjelaskan, pada saat itu terjadi 
antrean panjang di loket penjualan tiket. Akhirnya, panitia memutuskan untuk 
menutup loket penjualan tiket sementara karena khawatir tidak ada lagi kursi bagi 
yang mereka telah mengantre panjang. Kemudian, lanjutnya, siswa dari SD 
Tarakanita menghampiri kedua polisi tersebut dan meminta tolong untuk 
membelikan 100 tiket. Dari 100 tiket yang sudah dibeli, didapati kelebihan 
sebanyak lima tiket. Polisi pun memutuskan untuk refund tiket tersebut, tetapi 
justru tidak bisa. "Setelah dibantu, sudah dapat tiket itu, dikasih ke siswa SD 
                                                          
6  CCN KASUS Augi Fantinus https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181017070202-20-
339068/kasus-augie-fantinus-sembrono-gunakan-medsos-berujung-bui 1 Juli 2019 pukul 
15.15 WIB 
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Tarakanita, ternyata ada kelebihan lima tiket, kira-kira ada di-refund supaya 
dikembalikan duitnya.  
Kemudian anggota ke ticket box, anggota bawa lima untuk di-refund, 
ternyata enggak bisa," ujar Argo. Dengan demikian Augie pun dijerat dengan 
pasal 27 ayat 3 UU ITE jncto Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  
Yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik yang 
terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun penjara. Kemudian Augi di tuntut 
oleh Jaksa 8 bulan penjara, tetapi Majelis Hakim menjatuhkan vonis lebih ringan 
yaitu 5 bulan kurungan penjara. Dengan demikian Augi terbukti secara sah 
melakukan tindak pidana ITE atau pencemaran nama baik, dengan hakim 
menjatuhkan hukuman penjara selama 5 bulan. Barang bukti berupa tiga buah 
flashdisk dan satu unit handphone pun dimusnahkan. Masa hukuman 5 bulan 
tersebut, dipotong masa tahanan yang telah Augie jalani.7  Dan bebas pada tanggal 
13 Maret 2019. 
Maka berdasarkan uraian kedua kasus di atas dapat di Tarik kesimpulan 
bahwa bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana 
pencemaran nama baik menurut pasal 27 ayat 3 Undang – undang No. 11 Tahun 
2008 ITE yaitu dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan , membuat dapat 
diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik. Didalam 
penerapan pasal 27 ayat 3 Undang – undang No. 11 Tahun 2008 terhadap kasus – 
kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia, misalnya kasus 
Prita, Hakim memutuskan bahwa Prita tidak bersalah dan tidak melakukan tindak 
pidana pencemaran nama baik, hal itu karena perbuatan Prita tidak memenuhi 
unsur – unsur yang terkandung didalam pasal 27 ayat 3 Undang – undang No. 11 
Tahun 2008 ITE. Karena pada dasarnya apa yang di tulis Prita merupakan keluhan 
                                                          
7  Tribunnews   http://www.tribunnews.com/seleb/2019/03/05/divonis-5-bulan-penjara-pekan-
depan-augie-fantinus-bebas , diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 15.30 WIB 
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atas perawatan yang dialaminya dan email yang ditulis tidak di sebarluaskan ke 
publik melainkan hanya ke teman dan kerabatnya.  
Berbeda halnya dengan kasus Augi yang telah memenuhi unsur pasal 27 
ayat 3 Undang – undang ITE dengan dia mendistribusikan, menstransmisikan dan 
membuat dapat diaksesnya perbuatan pencemaran nama baik yaitu dengan cara 
dia mengunggah video tersebut. Sehingga Hakim memberi putusan bahwa dia 
bersalah dan menjalani hukuman penjara selama 5 bulan. 
2. Sanksi Hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencemaran 
nama baik melalui media sosial menurut  
Undang – undang ITE 
 Transaksi Elektronik merupakan tindakan hukum atau perbutan hukum yang 
dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau 
media elektronik lainnya. Sedangkan Informasi Elektronik merupakan 
sekumpulan atau suatu data elektronik, yang termasuk tetapi tidak terbatas hanya 
pada gambar, peta, suara, tulisan, rancangan, foto, telegram, telecopy dan email 
saja melainkan sesuatu yang telah diolah dan yang tealah memiliki arti yang dapat 
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.8 Salah satu tindak pidana 
Cyber Crime yaitu tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. 
Didalam pasal 27 ayat 3 Undang – undang tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik menyatakan bahwa terdapat larangan pidana yang berupa:  
1. Setiap orang  
Yaitu perseorangan atau orang, yang baik merupakan warga negara Indonesia, 
warga negara asing, maupun badan hukum.  
2. Dengan Sengaja dan Tanpa hak 
Yang berarti tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sudah 
diniatkan atau sudah direncanakan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari 
orang yang berhak.  
                                                          
8  UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. 
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/11TAHUN2008UU.htm , diakses pada 
1 Juli 2019 pada pukul 20.08 WIB 
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3. Mendistribusikan dan atau menstranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya 
Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk 
menyebarluaskan perbuatan kejahatannya agar dapat diketahui oleh banyak orang. 
4. Informasi Elektronik  
Yang memiliki muatan tentang pencemaran nama baik dan atau penghinaan 
merupakan sekumpulan atau suatu data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada gambar, tulisan, suara, email, simbol atau perforasi yang sudah diolah agar 
didalamnya dapat mengandung unsur – unsur pencemaran nama baik atau 
penghinaan. 
 
Sedangkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pencemaran nama baik 
diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang – undang ITE 2016: Setiap orang yang 
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan 
atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen 
Elektronik yang mempunyai muatan pencemaran nama baik dan atau muatan 
penghinaan, maka sebagiamana yang telah dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 3 
dipidana penjara paling lama 4 tahun dan tau denda paling banyak Rp. 
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).  
Namun pengertian tentang perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan 
belum dapat ditemukan pengaturannya secara definif atau sesusatu yang bersifat 
pasti. Dengan demikian untuk memahaminya perlu merujuk pada rumusan delik – 
delik pidana pada penghinaan di KUHP. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 50/ PUU-VI/2008 penafsiran dalam norma yang termuat didalam pasal 27 
ayat 3 Undang – undang ITE mengenai pencemaran nama baik dan atau 
penghinaan tidak dapat dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang 
termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat didalam pasal 310 
KUHP dan pasal 311 KUHP. Sehingga konstitusional pasal 27 ayat 3 undang – 
undang ITE harus dikaitkan dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Dengan demikian 
segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang 
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– undang ITE dan esensi unsur pencemaran nama baik dalam pasal 310 dan pasal 
311 KUHP.  
Esensi dan pemahaman yang termuat didalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP 
tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dimaksudkan untuk 
menyerang nama baik seseorang atau menyerang kehormatan orang lain dengan 
maksud untuk diketahui oleh umum. Namun dengan demikian unsur – unsur dari 
pasal 310 dan pasal 311 KUHP tidak bisa menjangkau delik pencemaran nama 
baik yang dilakukan melalui internet atau media sosial, sehingga asas Lex 
Spesialis Derogate Legi Generalis dapat berlaku. Dengan adanya tersebut, maka 
peraturan yang diatur dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan 
peraturan yang lebih khusus yang mengatur segala macam bentuk kegiatan yang 
dilakukan di dunia maya yaitu dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang – 
undang No. 11 ITE jo pasal 45 ayat 1 Undang – undang No. 19 Tahun 2016. Hal 
itu dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memasuki wilayah 
hukum yang di atur oleh Undang – undang No. 11 Tahun 2008 ITE yang telah di 
perbarui menjadi Undang – undang No. 19 Tahun 2016 ITE yaitu media internet 
sebagai media atau alat untuk melakukan perbuatan atau tindakannya.  
Perbuatan hukum yang dialami korban penghinaan atau pencemaran nama baik 
dapat melakukan gugatan baik perdata maupun tuntutan pidana penjara paling 
lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima 
puluh juta rupiah) sesuai dengan pasal yang berlaku yaitu pasal 27 ayat 3 jo pasal 
45 ayat 3 tentang tindak pidana pencemaran nama baik.9 Maka dengan demikian, 
pelaku pencemaran nama baik melalui media online atau melalui sosial media 
dapat dipidanakan apabila memenuhi unsur – unsur objektif yang telah diatur 
dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE yaitu melakukan perbuatan mendistribusikan, 
menstransmisikan dan membuatnya dapat diaksesnya informasi elektronik dan 
atau dokumen elektronik yang memuat tentang penghinaan atau pencemaran nama 
                                                          
9  Zainal, Asrianto. 2016.”Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari 
Hukum Pidana”. Jurnal Al-Adl. Vol 9 No. 1 
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baik (Sudarmanto & Mafazi, 2018). Delik dalam pasal 27 ayat 3 Undang – 
undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Delik Aduan, 
sehingga jika yang merasa telah di cemarkan nama baiknya harus melakukan 
gugatan. 
Hal – hal yang dapat menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal 
penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu: 10 
1. Penyampaian Informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. 
2. Untuk membela diri 
3. Untuk mengungkapkan kebenaran 
Dengan demikian, seseorang yang menyampaikan informasi, secara tertulis 
maupun lisan diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya adalah 
benar. Jika tidak bisa membuktikan kebenarannya, maka itu sama saja penistaan 
atau fitnah.  
Sedangkan pasal 36 Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa 
hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.” 
Mengatur tentang orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
hukum. Sanksi hukumnya terdapat dalam pasal 52 ayat 2 Undang – undang ITE 
yang berbunyi: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik 
serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah 
dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok 
ditambah sepertiga.” Jadi hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana pencemaran 
nama baik di tambah sepertiga masa hukuman jika memenuhi unsur pasal 
tersebut. 
III. Kesimpulan 
                                                          
10  Sahrul Mauludi, Seri Cerdas: Awas HOAX! Cara Menghadapi Pencemaran Nama Baik, 
Ujaran Kebencian & Hoax, Jakarta, PT. Elex Media Kumputindo, 2018, hlm 153 – 154  
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1. Pencemaran Nama Baik merupakan tindak pidana yang menyerang nama 
baik seseorang atau menyerang kehormatan seseorang, yang oleh R. Soesilo 
11diartikan sebagai penghinaan.  Dari situ dapat dipahami bahwa pencemaran 
nama baik adalah perbuatan seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal yang 
mempunyai maksud untuk diketahui oleh umum atau orang banyak. Perbuatan 
pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis. 
Perbuatan menyerang disini tidaklah bersifat fisik, akan tetapi lebih ke rasa atau 
perasaan harga diri mengenai nama baik seseorang. Rasa harga diri merupakan 
inti dari setiap penghinaan. Pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara 
diucapkan atau secara lisan, maka perbuatan tersebut tergolong kedalam pasal 310 
ayat 1 KUHP. Sedangkan bila pencemaran nama baik tersebut terdapat unsur – 
unsur seperti surat atau gambaryang disebarluaskan, disiarkan, dipertunjukan atau 
ditempel, maka dapat di jerat dengan pasal 310 ayat 2 KUHP.  
Penghinaan yang diatur dalam KUHP tidak dapat menjangkau delik 
penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan didunia cyber atau 
internet. Sehingga memerlukan rumusan khusus untuk mengatur tentang 
pencemaran nama baik yang dilakukan dalam dunia maya. Dengan adanya 
Undang – undang ITE pencemeran nama baik yang dilakukan didunia maya dapat 
lebih khusus pengaturanya dan unsur – unsurnya. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 
Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
mempunyai unsur yaitu:  
1. Setiap orang  
2. Dengan sengaja dan tanpa hak 
3. Mendistribusikan dan atau menstranmisikan dan atau membuat dapat 
 diaksesnya 
4. Informasi Eleketronik yang didalamnya mengandung unsur pencemaran 
nama baik atau penghinaan. 
                                                          
11  R. SUSILO, KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA, politeia.Bogor, 
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Dalam penerapan pasal 27 ayat 3 Undang – undang ITE terhadap kasus – kasus 
pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial misalnya kasus Prita 
yang mana Hakim memutus bahwa Prita tidak bersalah dan tidak melakukan 
tindak pidana pencemaran nama baik, hal tersebut karena perbuatan Prita tidak 
memenuhi unsur – unsur pencemaran nama baik yang terkandung di dalam pasal 
27 ayat 3 Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Karena apa yang di tulis oleh Prita merupakan suatu keluhan yang dia 
alami dan email yang dia tulis tidak disebar luaskan ke publik. Berbeda dengan 
kasus Augi yang telah memenuhi unsur – unsur pasal 27 ayat 3 Undang – undang 
ITE dan augi pun mendistribusikan, menstransmisikan dan membuatnya dapat di 
akses, perbuatan pencemaran nama baik yaitu dengan cara mengunggah video 
tersebut. 
2. Pencemaran nama baik atau penghinaan merupakan delik aduan sehingga 
harus adanya tuntutan atau dengan kata lain harus adanya permintaan atau 
pengaduan dari korban yang terkena peristiwa pidana. Hukuman atau sanksi 
tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP yaitu hukuman 
penjara paling lama 9 bulan denda sebanyak – banyaknya Rp. 4.500. Sedangkan 
bila dilakukan melalui dunia atau yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang – 
undang No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 45 ayat 3 
Undang – undang No. 19 Tahun 2016 hukuman penjara paling lama 4 tahun dan 
denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 
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